BAB YV
PENUTUP

1. Kesimpulan
Perjanjian baku OVO masih memuat berbagai ketentuan yang tidak sesuai
atau bertentangan dengan UUPK, khususnya Pasal 18 UUPK yang
mengatur tentang klausula baku yang dilarang dalam sebuah perjanjian
baku. Selain itu, Pasal § ayat (1) huruf a UUPK yang mensyaratkan pelaku
usaha untuk memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan juga menjadi dasar berlakunya POJK No. 1
Tahun 2013 (termasuk juga SE OJK) dan PBI No. 16 Tahun 2014 terhadap
perjanjian baku OVO. Dalam hal ini, permasalahan yang paling banyak
ditemukan adalah banyaknya klausula eksonerasi yang dimuat dalam
perjanjian baku OVO, baik yang melepaskan tanggung jawab OVO maupun
mengalihkan tanggung jawab OVO kepada konsumen. Bentuk perjanjian
baku OVO sendiri masih kurang rapi, disertai dengan banyaknya
inkonsistensi maupun inakurasi dalam penggunaan kata, istilah, frasa,
ataupun kalimat. Selain itu, masih terdapat juga berbagai kesalahan
penulisan atau #ypographical error yang seharusnya dapat dihindari jika

syarat dan ketentuan tersebut disusun dengan teliti.

Tentu saja, ada konsekuensi yang harus dihadapi atas pencantuman
klausula-klausula eksonerasi dan pelanggaran lainnya seperti inkonsistensi
dan inakurasi kata, istilah, frasa, maupun kalimat dalam perjanjian baku
OVO yang bertentangan dengan UUPK. Pelanggaran terhadap Pasal 18
UUPK dapat berakibat pada klausula baku yang bersangkutan dinyatakan
batal demi hukum. Dalam hal ini, perlu dikritisi mengenai klausula baku
yang dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK
tersebut. UUPK menyatakan bahwa dalam hal terdapat klausula baku yang
bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UUPK, maka klausula baku tersebut

batal demi hukum. Namun terminologi tersebut kurang tepat, karena
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berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata khususnya dalam pemenuhan syarat
objektif yaitu suatu objek tertentu dan kausa yang halal, seluruh perjanjian

tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Selain itu, klausula yang bertentangan dengan Pasal 8 UUPK sebagai akibat
dari pelanggaran ketentuan perundang-undangan lain seperti POJK No. 1
Tahun 2013 dan PBI No. 16 Tahun 2014 juga berakibat pada dapat
dikenakannya ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara atau pidana denda

paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Selain dapat dibatalkan demi hukum dan ancaman pidana berdasarkan
UUPK, klausula yang bertentangan dengan POJK No. 1 Tahun 2013 dan
PBI No. 16 Tahun 2014 juga dapat dikenakan sanksi administratif
berdasarkan Pasal 53 POJK No. 1 Tahun 2013 dan Pasal 29 PBI No. 16
Tahun 2014. Sanksi administratif berdasarkan POJK dapat berupa
peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan
usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha. Sementara sanksi administratif
berdasarkan PBI No. 16 Tahun 2014 dapat berupa teguran tertulis, denda,
penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem
pembayaran, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan jasa

sistem pembayaran.

. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah saran saya untuk

dilakukan perubahan terhadap perjanjian baku OVO:

1) Klausula dalam Pengantar perjanjian baku OVO yang menyatakan
tunduknya konsumen pada perubahan perjanjian baku OVO seharusnya
diikuti dengan kewajiban OVO untuk menginformasikan kepada
konsumen atas perubahan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Klausula dalam bagian Definisi perjanjian baku OVO seharusnya
menggunakan kata, istilah, frase, dan/atau kalimat yang konsisten,
sederhana dan mudah dimengerti agar tidak membingungkan konsumen
yang membacanya. Selain itu, penggunaan kata "berarti adalah" secara
bersamaan untuk mendefinisikan suatu istilah juga tidak
direkomendasikan.

OVO Club seharusnya merupakan klasifikasi keanggotaan uang
elektronik registered karena data konsumen terdaftar pada pelaku usaha.
Berbeda dengan uang elektronik unregistered yang tidak menyimpan
data dari konsumennya.

Klausula Kebijakan Privasi harus diperbaiki agar menggunakan Bahasa
Indonesia yang sederhana dalam merumuskan klausula yang
bersangkutan. Selain itu, penggunaan tanda baca juga harus
diperhatikan agar maksud yang ingin disampaikan oleh OVO dapat
diterima atau dipahami dengan baik oleh konsumen.

OVO harus mendapatkan persetujuan secara tertulis langsung dari
konsumen agar OVO memperoleh kewenangan secara sah untuk dapat
memberikan data konsumen kepada pihak ketiga sesuai dengan
perjanjian baku OVO. Klausula baku yang menyatakan persetujuan
konsumen untuk memberikan kewenangan kepada OVO saja tidak
cukup untuk memberikan kewenangan kepada OVO untuk dapat
memberikan data konsumen kepada pihak ketiga.

Dalam klausula mengenai Persetujuan Terhadap Kebijakan Privasi
seharusnya ditambahkan kewajiban OVO untuk memberitahukan
perubahan klausula dalam perjanjian baku OVO paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sebelum berlakunya perubahan tersebut.

Jika diperhatikan, substansi atau isi dari klausula mengenai Pembatasan
Tanggung Jawab pada dasarnya memuat klausula baku yang
menyatakan pengalihan tanggung jawab dari OVO kepada konsumen.
Oleh karena itu, terminologi Pembatasan Tanggung Jawab lebih tepat

bila dinamakan Pengalihan Tanggung Jawab. Namun, perlu dipahami
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juga bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK melarang pelaku usaha
untuk mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan
tanggung jawab pelaku usaha.

8) Dalam Pasal 1 dan Pasal 4 Pembatasan Tanggung Jawab, faktor
reliabilitas, keamanan, ketepatan waktu, kualitas, kesesuaian,
ketersediaan, akurasi dan/atau kelengkapan layanan, aplikasi dan/atau
sistem seharusnya merupakan tanggung jawab OVO dan tidak dapat
dilepaskan dari tanggung jawab OVO menggunakan klausula
eksonerasi.

9) Klausula eksonerasi Pasal 5 Pembatasan Tanggung Jawab yang
menyatakan kehilangan data bukan merupakan tanggung jawab OVO
perlu dihilangkan dari perjanjian baku OVO karena OVO mempunyai
kewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data konsumen.

10) Perlu ditegaskan tentang apa yang dimaksud dengan "Kejadian di luar
kekuasaan OVO" berdasarkan perjanjian baku OVO agar tidak
menimbulkan kebingungan bagi konsumen.

11)Klausula baku yang membebankan segala ongkos, biaya, beban, dan
kerugian OVO kepada konsumen harus dihapuskan.

12) Pasal 4 Masa Berlaku dan Pengakhiran perlu diubah karena melakukan
pengurangan saldo konsumen secara sepihak tanpa pemberitahuan
maupun persetujuan terlebih dahulu dari konsumen bertentangan
dengan Pasal 18 ayat (1) huruf f UUPK dan Pasal 8 ayat (1) huruf a
UUPK karena melanggar Pasal 22 ayat (3) huruf e POJK No. 1 Tahun
2013 dan Pasal 8 ayat (1) huruf ¢ PBI No. 16 Tahun 2018.

13) Perlu dilakukan perbaikan dalam klausula mengenai Hukum yang
Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan khususnya mengenai metode
alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih untuk menyelesaikan
sengketa atau perselisihan antara OVO dengan konsumen.

14) Perlu ditambahkan penjelasan mengenai apa yang dimaksud Pasal 1813,
1814, dan 1816 KUHPerdata dalam Pasal 2 Ketentuan Lain perjanjian
baku OVO.
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15)Klausula eksonerasi tentang pembebasan OVO dari segala tindakan
yang dapat mengurangi hak dan/atau wewenang OVO selain melanggar
ketentuan UUPK tentang larangan pencantuman klausula baku yang
menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, juga seharusnya
tidak dimuat dalam bagian Ketentuan Lain perjanjian baku OVO.

16) Perlu diperhatikan terkait konsistensi dan akurasi penggunaan kata,
istilah, frasa, maupun kalimat dalam perjanjian baku OVO secara
keseluruhan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi konsumen saat
membaca perjanjian baku OVO.

17)Perlu  ditambahkan pernyataan "PERJANJIAN INI TELAH
DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN  PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN" ke dalam perjanjian
baku OVO sesuai dengan Pasal 4 Bagian III SE OJK sebagai petunjuk
pelaksana dari POJK No. 1 Tahun 2013.
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